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2.

3.

Jakarta, 1 Juli 1977.

Semua Menteri yang memimpin
Departemen
Jaksa Agung
Semua Pimpinan Kesekretariat-
an Lembaga Tertinggi/Ti nggi
Negara

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pe-

gawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara

Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara No-

mor 2906);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang We-

wenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pe-

gawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Per-

aturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

1977 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20,Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 21). *)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Peng-

ujian Kesehatan Pegawai Negeri SipildanTenaga-tenaga Lain-

nya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembar-

an Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3105);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984, tentang Kedu-

dukan, Tugas, Fungsi, dan organisasi Badan Administrasi
Kepegawaian Negara. *)

h. Keputusan Bersama Menteri Keseffian Republik Indonesia

dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor

I42lMENKES/SK/V lll77 dan Nomor 652/KEPl1977 tang-

gal 1 Juli 1977 ;

i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/PerlVll
/77 tanggal 1 Juli 1977.

TUJUAN
Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang ber-

kepentingan dalam melaksanakan pengujian kesehatan Pegawai

Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara

Republik Indonesian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Pernerintah Nomor 26 Tahun 1977 -
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4. Semua Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen

5. Semua Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I

6. Semua Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat ll

SURAT EDARAN
NOMOR : 1S/SE/1917

TENTANG
PELAKSANAAN PENGUJIAN KESEHATAN

PEGAWAI NEGERI SIPTL DAN TENAGA-TENAGA LAINNYA
YANG BEKERJA PADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN
1. U M U M

a. Dengan peraturan pemerintah Nomor 26 Tahu n 1g77 (Lem_
baran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 310s) terah ditetapkan peraturan pemerintah
tentang pengujian kesehatan pegawai Negeri sipir dan-tenaga rainnya yang bekerja pada Negara Repubrik lndone_
sia.

b. untuk menjamin keseragaman daram peraksanaannya, makadipandang perru mengeruarkan petunjuk teknis tentang pe_laksanaan pengujian kesehatan pegawai Negeri sipir dantenaga -tenaga rainnya yang bekerja pada Nelara Repubrik
Indonesia.

2. DASAR
a. Undang-undang Nomor g rahun 1960 tentang pokok_pokok

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun r960 Nomor r31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 206g);

t.
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II. YANG DIKENAKAN UJTAN KESEHATAN1. Daram rangka usaha mencapai kesempurnaan pegawai Negerisipir dan tenaga-tenaga rainnya yrng u.rrerja pada rirgr* Repu.bf ik Indonesia, perru dijamin 
'oa,i 

diperihara Kesegaran dankesehatan jasmani dan rokhaninya, sehingga mereka oapat me-

i.tnil[T tusnsnva secara berdava srr,r, Llrhasit ernr,dan ber.

2. sejaran dengan har tersebut di atas, maka yang dikenakan ujiankesehatan adalah :

a. caron pegawai Negeri sipir yang akan diangkat menjadi pe_gawai Negeri Sipil .

Pelajar dan mahasiswa yang akan menuntut perajaran daramrangka ikatan dinas dengan pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang :

(1) Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapatmelanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya.
Umpamanya:

Seorang pegawai Negeri Sipil bernama WIRA se_ring tidak masuk bekerja dengan surat keterangan
dokter har ini sangat mengganggu kerancaran perak-
sanaan tugas. Daram har ini sedernikian terdapat
cukup arasan untuk mengajukan pegawai Negeri Si-pil tersebut kepada Team penguji Klsehatan untukdiuji kesehatannya.

(2) oleh pejabat yang berwenang,dianggap memperriha-
hatkan tanda-tanda suatu penyakit atau kerainan
yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau ring-
kungan kerjanya.

Umpamanya :

seorang pegawai Negeri sipil bernama HARJo di-ketahui sering marah-marah, bicara atau ketawa sen-diri, menjarankan tugnsnya tidak *u.gri*ana biasa_nya, dan mefakukan har-har rain yanj mernbahaya_kan dirinya dan atau ringkungn t"rjrrivr. Daram hal
vans sedemikrgl eesawii rrr.es3ii ilili'i.nn bersans-kutan dapat diajukan kepadaleam'penguji Kesehat_an untuk diuji kesehatannya.

(3) Setelah berakhirnya cuti sakit menurut paraturan yang

berlaku belum mampu bekerja kembali.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama SALIM yang

telah menjalankan cuti sakit selama 1% tahun, ternya-
ta masih belum sembuh, sehingga belum dapat be-

kerja kembali. Dalam hal yang sedemikian Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan harus diajukan kepa-

da Team Penguji kesehatan untuk diuji kesehatan-
nya .

(4) Akan melaksanakan tugas tertentu di luar neseri .

(5) Akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu .

(6) Akan diangkat dalam jabatan tertentu .

d. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja
pada Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oreh Men-
teri Kesehatan atas usul Kepala Badan Administrasi Kepega-
waian Negara.

e. Pegawai Negeri sipil yang dimaksud dalam angka il ,ayat2
huruf c, angka (4), (b), dan (6) di atas, akan ditetapkan ke_
mudian ofeh Menteri Kesehatan atas usul Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara.

III. YANG BERWENANG MENGAJUKAN PERMINTAAN PENGUJT-
AN KESEHATAN

1. Yang berwenang mengajukan permintiSn pengujian kesehatan
bagi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil untuk se-

mua golongan ruang dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pa-

da Negara Republik Indonesia adalah Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur
Kepala Daerah Tingkat l, BupatiArValikotamadya Kepala Daerah
Tingkat ll dalam lingkungan masing-masing .

2. Pengajuan permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai
Negeri Sipil Pusat untuk semua golongan ruang yang diperban-
tukan pada Daerah Otonom atau instansi lain, dilakukan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat l, atau pimpinan instansi yang
menerima perbantuan dalam lingkungannya masing-masing.

b.

c.



3. untuk mempercepat peraksanaan pengujian kesehatan, peja'aryang berwenang yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di arar,dengan surat keputusan dapat menunjuk pelaoat rain daram tingkungan kekuasaannya untuk mengajukan plrn,inir.n pengujia^

fTl:t;l l.TilTcontoh 
,"n.grirana tersebut datam tanrprr

4. Penunjuk pejabat rain untuk mengajukan permintaan pengujiarrkesehatan sebagai yang dimaksud Ja'ram ayat 3 dapat sampai kepada pimpinan unit organisasi yang terendah.
5' Tembusan surat Keputusan penunjukan yang berwenang mengajukan permintaan pengujian kese[atan sebagai yang dimaksucrdaram ayat 3 diatas antara rain disampaikan kepada :a' 

ffljil-H::,i rersendiri/ream pensuji Kesehatan ya,,s

b. pejabat lain yang dipandang pertu.
6' permintaan pengujian kesehatan bagi caron pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan mengikuti penoioii".nlratina,i Ji tempat yangjauh dari tempat bekeijanya d." ;k;; diangkat menjadi pegawaiNegeri sipir, atas permintaan oimplnun sekorah atau pusat ratihan tempat yang bersangkutan ,rngikrti pendidikan/ratihan 

ke

;:lt 
Dokter Pensuji rersendiriii"ir pensuji Kesehatan setem

IV. YANG BERWENANG MENGUJI KESEHATAN
1' Yang beruvenang menguji kesehatan pegawai Negeri sipir dan te-

;:r;r:::asa 
tainnya yans bekerja paoa N"srru i;;;ir',L rndone.

a. Dokter penguji Tersendiri ;
b. Team penguji Kesehatan; dan
c. Team Khusus penguji Kesehatan.

2' Penunjukan Dokter-dokter penguji Tersendiri/pembentukan

I;91,,,:il,j;:ril;nf,.,,.rn.,rn o,i ir,,_team khusus pensuj 
i

lebih tanjut oreh Men,"r,',J*11fl.?fl:t"skutan 
dengan itu diatur

3' Dokter penguji rersendiri rnerakukan pengujian kesehatan:a. caron pegawai Negeri sipif yang akan diangkat menjadi pega_wai Negeri sipir gorongan ruang t/d ke bawah .

b. Pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelaiaran dalam
rangka tingkatan dinas dengan pemerintah.

4. Team Penguji Kesehatan melakukan pengujian Kesehatan :

a. calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi pe-
gawai Negeri Sipil golongan lll/a ke atas.

b. Pegawai Negeri Sipil yang ;

(1) Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat
rnelanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya.

(2) Oleh Pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan
tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berba-
haya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.

(3) Setelah berakhirnya cuti sakit, menurut peraturan yang
berlaku belum mampu bekerja kembali .

(4) Akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri.

(5) Akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu..
(6) Akan diangkat dalarn jabatan tertentu.

c. Pegawai Negeri sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja
pada Negara Republik Indonesia yangditetapkan oleh Men-
teri Kesehatan atas usul Kepala Badan Administrasi Kepega-
waian Negara.

V. PENGUJIAN KESEHATAN

1. PERMINTAAN PENGUJIAN KCSTHNTNru

a. Permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri
sipil/Pegawai Negeri sipil, diajukan oreh pejabat yang ber-
wenang secara tertulis kepada Dokter Penguji Tersendiri/
Team Penguji Kesehatan yang bersangkutan rnenurut con-
toh sebagai tersebut dalam formulir 1 lampiran Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/PerlVlll77 tang-
gal 1 Juli 1977.

b. Berdasarkan surat permintaan pengujian kesehatan tersebut
diatas, maka Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kese-
hatan yang bersangkutan menetapkan waktu pengujian da.n
memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat yang me-
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ngajukan permintaan pengujian kesehatan dalarn waktu
ilf;or._tambatn r" :_(;rri;;;se, t.rr,ituns sejak tanssal
b asa ITJ{Y :,;:L I,'TJ[,I I ;:*:* lnffihilil,::;
ff;;:r"" Nomor l43/rvtENKEsip"rlv ,/77 tanssar 1 Juli

c' Apabila jangka *'0"^,'-(dua) minggu tersebut di atas terahlampau, sedangkan blfum uor rrrritanggitan, maka pejabaryang berwenang supaya membuat surat susuran menurutcontoh sebagai tersebut datam r.rnpirrn f l surat Edaran ini.2. PELAKSANAAN PENGUJIAN KESEHATAN
pengujian kesehatan dilaksanakan oleh
vane berwenans menurut pasal 3 peratu.ff?:fiIi;i:fl Rr#:i
;fl -'i::: j"1lJ,;1.?[1?",".J:1'lmrr,,5e,i1,,,nRepu
Nesara Nomor 1 4I/MENKES/sK tu,,i'i'',ffil"1.ffi11[Hi1977 tanggal 1 Juri 1977 menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oreh peraturun rur-rnluri Kesehatan Nomor143/MENK ES/per/VIt/77 tanggal 1 Juf i tg77 .

3. HASIL PENGUJIAN KESEHATAN

a. Hasif Fengujian kesehatan dapat berupa :

"' ffI;H:', 
svarat untuk semua jenis pekerjaan pada

(2) Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu ;(3) Memenuhi syarat pekerjaan sebagaimana dimaksud da_fam angka 1 atau 2 dengan bersyarat ;

4) Ditorak sementara, untuk sementara berum memenuhisyarat kesehatan dan
a n da n pen suj ia " u","[',tr H :,:" JfirJ,1'ilirJ:,:,7p en goba ta n/pe rawa tan ;

(51 Ditorak, tidak memenuhi syarat untuk menjatankan tu_gas sebagai pegawai Negeri Sipil . 
-,

b' Hasir pengujian kesehatan dituangkan daram bentuk pernya_taan menurut contoh sebagai teriebut alr* formurir s dankemudian diberitatutanlecara tertuf is kepada pejabat yang

benvenang menurut co_ntoh sebagai tersebui daram formurir6, rampiran peraturan Menteri Ke"sehatan Nomor 143/MEN-KES/perlV,t/77 tanggat 1 Jul a 1gt7.c' Pejabat yang berwenang memberitahukan hasil pengujiankesehatan tersebut kepada yang bersangkutan.
4. KEBERATAN ATAS HASIL PENGUJIAN KESEHATANa. pengajuan keberatan atas hasir pengujian kesehatan dapat di_rakukan ofeh orang yang diuji kesuiatannya dan dapat puraoleh pejabat yang berwenang . Keberatan tersebut diajukankepada Menteri Kesehata" Ourrrnllngka waktu 30 (tiga pu_luh) hari terhitung mura.l ,.ngg;r u*n bersangkutan meneri_

il:rffn:eritahuan 
tertu ris te,ilns hrsir p.ns,ili.n kesehatan

b. Pengajuan keberatan oreh pejabat yang berwenang diraku_kan secara terturis menurut contoh sebagai tersebut daramformu rir 7, sedang keberatan urnn Jiajukan oreh orang yangdiuji kesehatannya menurut contoh sebagai tersebut daramformu rir g, masing-mirllg_uari tampiran peraturan Menteri
InT;lr,." 

Nomor 14s/Mr^rie sJpJrr vr/77 tanssar 1 Juri

c. Tembusan surat keberatan yang dimaksud di atas disampai_kan kepada Dokter penguji Tersend ir/Team penguji 
Kese_

i::f . 

vans bersanskutan dan pejabat lain yans iiprnoung

d. Keputusan atas keberatan yang diajukan ditetapkan olehMenteri Kesehatan. Keputusan Merrteri Kesehatan tersebutadalah keputusan terakhir dan ,.ngiku, untuk diraksanakan
5' 

lllfff--AKru BERLAKUNYA HAS,L pENcuJtAN 
KE-

Hasil pengujian kesehatan berlaku untuk 1 (satu) tahun terhi-
l: li,T,'ji 

"iil:.T" .: [:fXT 
t a n nv "u],. k ete ra n sa n 

- 
te n ta n s

Umpamanya :

seorang caron pegawai Negeri sipir bernarna AMrR dengansurat keterangan Dokter penguji rersenoiri tertangga | 12Mei 1977 dinyatakan". memenuhi syarat untuk semua jenispekerjaan pada umumnya ini,,. eengangkatan yang ber
506



sangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan
dengan surat keputusan yang paring rambat bertanggar rrMei 1978. Apabila caton Pegawai Negeri Sipil tersebut hing
ga pada tanggar 11 Mei rgTg berum diangkat menjadi peg.
wai Negeri sipir, maka zurat keterangan hasir pengujian kese
hatan tidak berraku ragi. Dan untuk dapat diangkat menjadr
Pegawai Negeri sipir ia harus diuji urang keselatannya.
Tata cara pengajuan permintaan pengujian kesehatan urantl
adarah sarna dengan permintaan pengujian kesehatan daram
angka V, 1 di atas.

VI. LAIN - LAIN
1. BIAYA PENGUJIAN KESEHATAN

a' Biaya pengujian kesehatan tidak dibebankan kepada calon
Pegawai Negeri sipir/pegawai Negeri sipir atau tenaga_tenaga
rainnya yang bekerja pada Negnra Repubrik Indonesia .

b. Biaya pengujian kesehatan yang dimaksud daram peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1g7r dibebankan kepada ang-
garan Departemen Kesehatan.

c, Daram pengertian biaya pengujian kesehatan yang dimaksud
di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan p*ngi-nupan bagi
Pegawai Negeri sipir yang bersangkutan, apabiia pengujian
kesehatan itu harus dilakukan pada suatu tempat tertentu d;.
luar terdapat kedudukannya. Daram har ini biaya perjafanan
dan biaya penginapan itu menjadi tanggungan Negara menu
rut peraturan perjalanan dinas yang berlaku yan; dibeban-
kan kepada anggaran Departemen/Lembrg, y.;g bersang-
kutan.

2. WAKTU PENGUJIAN KESEHATAN
a. calon pegawai Negeri sipil/pegawai Negeri sipif atau tenaga_

tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indone-
sia yang tidak karena kesafahannya sendiri tidak dapat hadir
pada waktu pengujian kesehatan yang terah ditentukan bagi-nya, maka Dokter penguji rersendiri/Team penguji Kese_hatan wajib menetapkan waktu pengujian kesehitan yang
baru.

b. Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai Negeri Sipil atau tenaga_tenaga lainnya yang bekerja p-uur Negara Repubfik lndon+sia, yang karena kesarahan'"vi ,r"oiri tidak hadir pada wak-

tu pengujian kesehatan yang telah ditetapkan baginya, maka
pengujian kesehatan baginya dimintakan kembali oleh peja-
bat yang benruenang.

VII. PENUTUP
1' Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulit-

an-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyele-
sa ian

2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

Baoak Presiden, sebagai laporan.
Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
Kepala Staf TN I Angkatan Darat.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
Kepala Staf TN I Angkatan Udara.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal,
dan Kepala Badan/Pusat. zr

Semua Kepala Kantor wilayah Departemen/pimpinan Instansi ver-
tikal.

1 0. Direktur Perbendaharaan Negara.
11. Semua Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
1?. l9.ua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
13. PANGKOWILHAN I sampai dengan tV
1 4. Semu a PAN G DA M.
15. Semua PANGDAERAL.
16. Semua PANGKODAU.
17. Semua KADAPO L.
18. DANJEN INMINAD
19. semua Rektor universitas/perguruan Tinggi Negeri.
20. Pertinggal.



LAMPIRAN I SURAT EDATAN KEPALA BADAN
l?M rN lsrRASr KEpEcirilnrnrv
NEGARA

Memperha-
tikan :

CONTOH KEPUTU9AN PENUNJUKAN
lE{ABAr uNrux peruCnllrcarv
IqRMtNTAAN peruculrAN
K ESEHATAN

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Negara Nomor 1S/SE/1g77 tanggal 1 Julj
Pelaksanaan pengujian Kesehatin pegawai
Dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Belerja
Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEpurusAN MENTERT/plMprNAN LEMBAGA/GU_

BERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/ BUPATI-WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

lLrrrr'nrvc plrvurvrurn* piinb;i 
'ANG 

DiBi.
R I WEWENANG UNTUK KENGAJUKAN PERMINTAAN PENGUJIAN KESEHATAN KEPADA DOKTERPENGUJI TERSENDIRI/TEAM PENGUJI KESEHAT-AN.

lgyoR : lslsE/1s7t
TANGGAL :tJuul6it

Kepegawaian
1977 tentang
Negeri Sipil
Pada Negara

MENTER IlPIfiIIPINAN LEMBAGA/GUBEIryU-l 
KEPALA DAERAHT I N G KAT I / BUP AT IrW i.t' I(OTAM-;;VN 

rc CPA L A DA E R A HTTNGKAT f t .......

Menimbang : bahwa untuk memperfancar pengujian kesehatan bagicafon pegawai Negeri sipil/p.gawai Negeri sipir dan te-naga-tenaga lainnya yang bekerja paga Negara RepublikIndonesia, dipandang plrlu rnenunju.k pelaUat_pejabatyang diberi wewenang untuk mengajukan permintaanpengujian kesehatan klpaoa Dokter penguji Tersendiri/Team penguj i Kesehatan-*l*rp.r.
Mengingat : l. Undang_undang Nomor g.Tahun lgT4tentang po-kok-pokok Keoeor*riun-(t"rUur",i'n]rg.r, 

Tahun1974 Nomor 55, tambahan L;;;;r;n'r..sr'tJo_mor 3041 ) ;

2- peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun rg75 ten-tang Wewenang pengangkatan, pemindahan, 
danPemberhentian !.gr*Ji trTe-g9ri Sipit (Lembaran Ne-sara Tahu n 1 975 Nomor ia, r^il;r;;;' ,Lr_bur.n

Negara Nomor 30Sg) ; 
- '

3. peraturan pemerinkh Nomor 26 Tahun 1g76 ten-tang Pengujian Kesehatan pegawai Negeri sipif danTenaga-tenaqa Lainnya 
"r"n 

geterj; pro-a NegaraRepubtik In-donesi; il;r;;ran Negera Tahun 1gt7
|r";;i: 36, Tambahan 

"1.]oorrrn"-rv.g# 
Nomor

Pasal l
Para pejabat :

a.

! dan seteir.ny, ; 3'
ditunjuk dan diberi wewenang untuk mengajukan per-mintaan Denoujian tes"t'aian"oagi caron pegawai Negerisipir/pesr*rl i\"s*ri s;;;i';;" tenasa-renasa lainnyayang perlu diuji kesehatannyg dafam tinfkrngannyamasing-masino kepada oo[t.r'Fr*ii r.rrflroiri/TeamPenguj i Keseh"atan setempat.

4.

Pasat 2

Pengajuan permintaan pengujian kesehatan sebagaimanayang dimaksud daram pasai 1 di atas oira[srnakan sesuaidengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam per-aturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1 g77 jo KeputusanBersama Menteri Kesehriun i*pubrik Indonesia dan Ke-pala Badan Almilistrasi Keprgu*uian Negara Nomtr1 42/ MEN K ES/s K /v t t //t , 
'rvl, 

o,. 6s2/ KEi/197 7 tang_gal 1 Juri 1977, peratur.n rvronteri Kesehatan RepubrikIndonesia Nom-or r43/rvrErureslpe rtittD) tanggar iJuli 1971, dan surrt gJurun'Krput, 
Badan AdministrasiKepegawaian Negara Nomor 1srsE/1g77 tanggar 1 Juri

q1n



Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berke
pentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagar
mana mestinya,

Ditetapkan di
Pada tanggal

LAMPIRAN IISURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 15/SE/1977
TANGGAL:1JULl 1977

CONTOH SURAT SUSULAN
PENGAJUAN PERMINTAAN
PENGUJIAN KESEHATAN

KEPALA DAERAH TINGKAT II

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :1. Dokter Penguji rersendiri/Team penguji Kesehatan.
2. Dan seterusnya.
3. Pertinggal.

KETERANGAN :

*-1 Coret yang tidak perlu.

MENTERI/PIMPlNAN
KEPALA DAERAH TINGKAT

LEMBAGA/GUBERNUR
IIB U PAT I/WA L 1 KOTAMAD YA

N omor
Lampiran
Perihal

;

: Suzulan Pengajuan
permintaan pengujian
kesehatan.

Kepada

Yth. Sdr. Dokter Penguji Tersen diril
Team Penguji Kesehatan *

di*-1

*-2 Tulislah peraturan perundang-undangan lainnya
apabila ada.

*-3 Tulislah nama jabatan dan pejabat yang ditunjuk
permintaan pengujian kesehatan.

yang berhubungan

untuk mengajukan

Bersama ini diberitahukan bahwa dengan surat kamiNomor ...tanggal ......... telahdi_
ajukan kepada saudara permintaan pengujian kesehatansebanyak . . . orang Calon pegawai Negeri Si-
pil atasNamaSdr. ...N|p... ..Cs.

sampai pada saat ini kami belum menerima pemberi-
tahuan dari saudara tentang penetapan waktu pengujian
kesehatan bagi yang bersangkutan.

Sahubungan dengan itu diminta agar Saudara da-
patlah hendaknya dengan segera menetapkan wa ktu pe-
ngujian kesehatan bagi yang bersangkutan dan memberi-
tahukannya kepada kami. ,?.-

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat yang berwenang,

(

ri

d
.ri

tr

t,
i lr

Coret yang tidak perlu.

N IP.


